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Dewasa ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berkembang 
dengan munculnya wilayah-wilayah administrasi baru. Salah satunya akibat 
dengan adanya pemekaran daerah. Hal ini tentu berdampak terhadap tempat 
kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris. Sehingga timbul suatu 
permasalahan. Bagaimana kewenangan Notaris di daerah baru (provinsi) hasil 
pemekaran tersebut.  
Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang 
dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Batasan 
Kewenangan pembuatan akta bagi Notaris yang berada di daerah provinsi hasil 
pemekaran ; (2) Akibat hukum pembuatan akta bagi Notaris yang berada di 
daerah provinsi hasil pemekaran.  
Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa : (1) Notaris dalam 
menjalankan jabatannya kewenangan Notaris dibatasi oleh tiga hal, yaitu oleh 
isi/materi (materiae), wilayah/ruang (locus), dan waktu (tempus). Notaris tetap 
berwenang selama Notaris menjalankan jabatan di tempat kedudukannya 
walaupun nama Provinsi telah berubah. (2) Akibat hukum dalam aspek-aspek 
tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa di luar-luar 
batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan dalam hal ini Notaris, merupakan 
tindakan tanpa wewenang (onbevoegdheid). Tindakan tanpa wewenang bisa 
berupa i) onbevoegdheid ratione materiae, ii) onbevoegdheid ratione loci, dan iii) 
onbevoegdheid ratione temporis. Tindakan tanpa wewenang mengakibatkan Akta 
batal demi hukum. 
 








Today the territory of the Unitary Republic of Indonesia has developed with 
the emergence of new administrative regions. One of them is the result of regional 
expansion. This certainly affects the Notary's place of domicile and Notary's 
office. So that a problem arises. How is the authority of the Notary in the new area 
(province) the result of the division.  
This research is a type of normative legal research. The approach used in 
this legal research is the statute approach and conceptual approach.  
The formulation of the problems that will be discussed in this study are: (1) 
Limitation of the authority to make a deed for a notary who is in the provincial 
area as a result of the division; (2) The legal effect of making a deed for a Notary 
who is in the provincial area as a result of the division.  
The results of this study, the authors conclude that: (1) Notary in carrying 
out his position the authority of the Notary is limited by three things, namely by 
the content / material (material), region / space (locus), and time (tempus). The 
Notary remains authorized as long as the Notary carries out his position at his 
place of domicile even though the name of the Province has changed. (2) Legal 
consequences in these aspects create defects in authority or in the sense that 
outside the boundaries of a government action in this case the Notary, is an 
unauthorized act (onbevoegdheid). Unauthorized actions can be in the form of i) 
ongevoegdheid ratione materiae, ii) ongevoegdheid ratione loci, and iii) 
ongredientheid ratione temporis. Unauthorized actions result in the Deed being 
null and void. 
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Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan hasil-hasil berdasarkan 
dua permasalahan yang diteliti, yaitu : 
1) Batasan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris 
dibatasi oleh tiga hal yaitu (1) isi/materi (materiae), (2) wilayah/ruang 
(locus), dan (3) waktu (tempus). Selanjutnya Notaris tetap berwenang 
dalam membuat Akta, sepanjang tempat kedudukan Notaris berada di 
daerah Provinsi Hasil Pemekaran (Provinsi Baru). Walaupun nama 
Provinsi berubah. Dan Notaris tidak berwenang membuat Akta di daerah 
Induk (Provinsi lama, yang tertulis di SK Pengangkatan Notaris). 
2) Akibat hukum yang timbul dari Notaris yang melanggar batasan 
kewenangan atau tindakan tanpa wewenang (onbevoegdheid). yaitu bisa 
berupa i) onbevoegdheid ratione materiae, ii) onbevoegdheid ratione loci, 
dan iii) onbevoegdheid ratione temporis. Akta tersebut batal demi hukum. 
Dan kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi kehilangan 
keautentikannya, dengan kata lain akta tersebut menjadi akta di bawah 
tangan saja. Sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan 








Dari kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis memberikan saran-saran 
yang dianggap membangun, yaitu : 
1. Diperlukan adanya suatu regulasi yang dengan tegas dan jelas, mengatur 
Batasan Kewenangan Notaris akibat dari Pemekaran Daerah (Provinsi). 
2. Diperlukan adanya regulasi yang tegas dan jelas mengatur akibat hukum 
Notaris yang melanggar / tanpa wewenang (onbevoegheid) di daerah 
Pemekaran (Provinsi). 
Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, ke depannya 
penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang permasalahan di 
atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggung 
jawabkan. 
Masukan serta sumbangan-sumbangan pemikiran para pembaca tesis ini 
kepada penulis sangat diharapkan demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai 
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